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3) Selanjutnya, perlu dihitung kebutuhan JF dengan rumusan

sebagai berikut:

Kebutuhan JF [(AK Paket x X Pejabat Paket) + AK Non Paket]/
Pranata B Angka Kredit per Jam
Keuangan
Jam Kerja Efektif
APBN

Dengan rincian keterangan:

AK Paket :  Angka Kredit per Tahun pada tiap jenjang yang
dihasilkan oleh Pejabat Paket;

- AK Non Paket : Angka Kredit per Tahun pada tiap jenjang yang
dihasilkan oleh Pejabat Non Paket;

- AK per Jam :  Angka Kredit per Jam yang disesuaikan
dengan tiap jenjang yang dihitung;

- Pejabat Paket : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah Membayar,
Bendahara;

- Jam Kerja Efektif disesuaikan dengan dimana JF tersebut

ditempatkan.

4) Contoh simulasi penghitungan kebutuhan JF Pranata
Keuangan APBN jenjang Mahir yang mana jumlah AK Paket
sebesar 12,5 dan AK Non Paket sebesar 10,01; diasumsikan
jumlah pejabat paket yang existing sejumlah 1 orang, serta
Angka Kredit per Jam untuk jenjang Mahir sebesar 0,0083
maka kebutuhan JF Pranata Keuangan APBN adalah

Kebutuhan JF [(12,5x 1) + 10,01]/0.0083
Pranata Keuangan = = 1,8
1.497
APBN

Maka total kebutuhan JF Pranata Keuangan APBN untuk
jenjang Mahir sebanyak 1 orang (dibulatkan kebawah dari
hasil 1,8).
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Dalam implementasinya setiap satuan unit kerja diwajibkan
untuk memiliki 1 orang Pejabat Pembuat Komitmen,‘ 1
orang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar,
dan 1 orang Bendahara. Untuk itu apabila penghitungan
kebutuhan JF bernilai dibawah 1 (satu), maka setiap
satuan unit kerja seyogyanya tetap mengangkat 1 orang

pejabat tersebut.

3. JF yang memiliki butir kegiatan yang dikerjakan oleh beberapa
jenjang

a. JF Penyuluh Pajak diasumsikan memiliki butir kegiatan yakni
“melaksanakan piket kegiatan penyuluhan pasif’, yang dapat
dikerjakan oleh beberapa jenjang.

b. Misalnya pada Kantor Pelayanan Pajak, dapat
diimplementasikan JF Penyuluh Pajak dengan jenjang Terampil,
Mahir, Penyelia, Pertama, dan Muda.

c. Perlu diketahui bahwa kegiatan melaksanakan piket kegiatan
dimaksud akan dikerjakan secara bergiliran sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan oleh JF Penyuluh Pajak yang
bertugas pada saat itu.

d. Dalam hal identifikasi volume yang dikerjakan oleh satu orang,
apabila terdapat butir kegiatan yang sama di beberapa jenjang,
maka penghitungan beban kerja hanya dilakukan pada jenjang

Mahir dan Pertama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/PMK.01/2020

TENTANG
PEDOMAN
KEBUTUHAN

PENGHITUNGAN

JABATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

PENJELASAN TABEL KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

Tabel Kebutuhan JF

................

DAN

FUNGSIONAL

PENGUSULAN

PADA

BUP, Mutasi, dan Naik
. Rencana Pemenuhan LKJF Usulan Rencana Pemenuhan Tahun ...
o0 Jenjang
Jenjang = LKJF 5 Formasi Unit .
No. KJF L Perpindahan
Jabatan ] o | | & | o | Tohum _ & - - Tahun | Penempatan ' )
ﬁ o 23 T ¥ T o T T + i) Inpassing | dari Jabatan | CPNS
gl gl a4 8 g g & n _
Lain

@R ETeE e B EETE Il R BO B R e G GEE B EEEE e e  eE e
A. | Keahlian

1. Utama

2. | Madya

3. Muda

4. Pertama

B. | Keterampilan

1. Penyelia

2. Mahir

3. | Terampil

4. | Pemula

Jumlah &

Pimpinan Unit Pengusul,
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Panduan Pengisian Formulir KJF

1. Kolom (1): Kolom no diisikan sesuai dengan nomor urut jenjang
jabatan fungsional;

2. Kolom (2): Kolom jenjang jabatan diisikan dengan jenjang yang
dimiliki oleh jabatan fungsional yang akan diusulkan KJF-nya,;

3. Kolom (3): Kolom KJF merupakan hasil penghitungan KJF
berdasarkan analisis beban kerja selama 5 (lima) tahun ke depan,;

4. Kolom (4): Kolom bezetting merupakan jumlah jabatan fungsional
yang telah terisi dan existing saat ini. Apabila belum ada, maka diisi
dengan angka nol;

5. Kolom (5-9): Kolom BUP, Pindah, dan lainnya diisi dengan perkiraan
data jumlah jabatan fungsional per tahunnya, apabila jabatan
fungsional mengalami batas usia pensiun, pindah ke jabatan lain
(rotasi maupun promosi), mutasi, atau hal lain yang berkaitan
dengan pengurangan jumlah jabatan fungsional tersebut. Kolom ini
akan dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran II Huruf B;

6. Kolom (10): kolom LKJF 5 tahun merupakan pengurangan antara
kolom (3) dan kolom (4), selanjutnya ditambah dengan kolom (5) s.d.
(9);

7. Kolom (11-15): Kolom rencana pemenuhan LKJF diisi dengan rencana
pemenuhan kebutuhan selama 5 tahun yang akan dirinci per
tahunnya dan penjumlahan antara kolom (11) sampai dengan (15)
harus sama dengan kolom (10);

8. Kolom (16): Kolom Usulan Formasi Tahun n diisikan dengan jumlah
KJF yang akan diangkat pada tahun pada kolom (11), jumlah ini yang
akan diusulkan kepada Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan pada
tahun yang berkenaan;

9. Kolom (17): Kolom Unit Penempatan diisikan dengan unit kerja
dimana jabatan fungsional yang diusulkan pada kolom (16) akan
diangkat. Rencana penempatan diisi sesuai unit terkecil di mana JF
tersebut ditempatkan;

. 10. Kolom (18): Kolom Rencana Pemenuhan Tahun ... melalui Inpassing
diisikan dengan jumlah JF yang akan disesuaikan dengan rencana
pemenuhan yang berasal dari pemenuhan internal, berupa
pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing;

11. Kolom (19): Kolom Rencana Pemenuhan Tahun ... melalui
Perpindahan dari Jabatan Lain, diisikan dengan jumlah JF yang

akan disesuaikan dengan rencana pemenuhan yang berasal dari

www.jdih.kemenkeu.go.id



-31 -

pemenuhan internal, berupa pengangkatan melalui perpindahan dari
jabatan lain;

12. Kolom (20): Kolom Rencana Pemenuhan Tahun ... melalui CPNS,
diisikan jumlah JF yang akan disesuaikan dengan rencana

pemenuhan yang berasal dari pemenuhan, berupa rekrutmen CPNS.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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B. Penjabaran Kolom BUP, Mutasi, dan Naik Jenjang

_ . BUP
No. Jabatan Fungsional Bezetting

2019 | 2020 | 2021 [ 2022 | 2023
(1) (2) (3) @ | & | 6@ | M| ©

1 | Jabatan Fungsional Keahlian

- | Ahli Utama
- | Ahli Madya

- | Ahli Muda

ol O © ©

- | Ahli Pertama

Jabatan Fungsional

2 | Keterampilan

- | Penyelia

- | Mahir

- | Terampil

- | Pemula

ol O] O O] ©

. . Pindah
No. Jabatan Fungsional Bezetting

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

(1) (2) (3) @ | & | 6 | () | (8

1 | Jabatan Fungsional Keahlian

- | Ahli Utama

- | Ahli Madya

- | Ahli Muda

ol O o O

- | Ahli Pertama

Jabatan Fungsional

2 | Keterampilan

- | Penyelia

- | Mahir

- | Terampil

- | Pemula

ol O O O O
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Jabatan Fungsional Jumlah Naik ke
o- Semula Bezetting | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 [ 2023 | Jenjang
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) 9 (4)
Jabatan Fungsional
1 | Keahlian
- | Ahli Madya Ahli Utama
- | Ahli Muda Ahli Madya
- | Ahli Pertama Ahli Muda
Jabatan Fungsional
2 | Keterampilan
- | Mahir Penyelia
- | Terampil Mabhir
- | Pemula Terampil
C. Format Matriks Kompilasi BUP, Mutasi, dan Naik Jenjang
Matriks Kompilasi BUP, Mutasi, dan Naik Jenjang
BUP, Mutasi, dll
No. Jabatan Fungsional Bezetting
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
(1) (2) (4) (5 (6) (7) (8) 9)
" Jabatan Fungsional
Keahlian
- | Ahli Utama 0 0 0 0 0
- | Ahli Madya 0 0] 0 0 0
- | Ahli Muda 0 0 0 0 0
- | Ahli Pertama 0 0 0 0 0
Jabatan Fungsional
g Keterampilan
- | Penyelia 0 0 0] 0 0
- | Mahir 0 0 0 0 0
- | Terampil 0] 0 0] 0 0
- | Pemula 0 0 0 0] 0
0 0 0 0 0 0
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D. Panduan Pengisian Matriks Kompilasi BUP, Mutasi, dan Naik Jenjang

1. Untuk pengisian kolom (5) hingga (9) pada jenjang Ahli Utama
didapatkan dengan rumus jumlah BUP pada Ahli Utama ditambah
dengan Pindah pada Ahli Utama dikurangi dengan jumlah pejabat
fungsional yang akan naik jenjang dari Madya ke Utama pada tahun
berkenaan.

2. Untuk pengisian kolom (5) hingga (9) pada jenjang Ahli Madya
didapatkan dengan rumus jumlah BUP pada Ahli Madya ditambah
dengan Pindah pada Ahli Madya dan jumlah pejabat fungsional yang
akan naik jenjang dari Ahli Madya ke Ahli Utama, dikurangi dengan
jumlah pejabat fungsional yang akan naik jenjang dari Muda ke Madya
pada tahun berkenaan.

3. Untuk pengisian kolom (5) hingga (9) pada jenjang Ahli Muda
didapatkan dengan rumus jumlah BUP pada Ahli Muda ditambah
dengan Pindah pada Ahli Muda dan jumlah pejabat fungsional yang
akan naik jenjang dari Ahli Muda ke Ahli Madya, dikurangi dengan
jumlah pejabat fungsional yang akan naik jenjang dari Pertama ke
Muda pada tahun berkenaan.

4. Untuk pengisian kolom (5) hingga (9) pada jenjang Ahli Muda
didapatkan dengan rumus jumlah BUP pada Ahli Pertama ditambah
dengan Pindah pada Ahli Pertama dan jumlah pejabat fungsional yang
akan naik jenjang dari Pertama ke Muda pada tahun berkenaan.

5. Pengisian kolom BUP, pindah, dan Naik Jenjang untuk jenjang
keterampilan hampir serupa dengan perlakuan atas jenjang keahlian

sebagaimana diatur pada angka 1) sampai dengan 4).
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